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Urbanisasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik telah menciptakan banyak peluang bagi 

banyak orang. Namun, pertumbuhan kota yang cepat juga menciptakan tantangan - 

di antaranya adalah kurangnya perumahan yang terjangkau, kekurangan penyediaan 

layanan dasar, dan ketidakmerataan yang meluas bagi penduduk perkotaan.

Dengan sekitar 250 juta orang di Asia Timur dan Pasifik tinggal di daerah kumuh, wilayah 

ini memiliki populasi kumuh terbesar di dunia. Sekitar 75 juta orang hidup di bawah garis 

kemiskinan US$ 3,10 per hari, dengan kemiskinan perkotaan ada di kedua negara 

berpenghasilan menengah ke bawah dan negara berpendapatan menengah ke atas.

Di Asia Timur dan Pasifik: Memperluas Peluang untuk Kaum Miskin Perkotaan, aspek 

multidimensi kemiskinan dan ketimpangan perkotaan dianalisis dengan menggunakan 

kerangka kerja yang mencakup dimensi ekonomi, spasial, dan sosial. Kerangka ini 

berfokus pada faktor-faktor kunci yang berkaitan dengan pekerjaan dan mata pencaharian, 

kondisi kehidupan, dan hak dan perlindungan subkelompok yang adil. Buku ini juga 

memberikan banyak contoh bagaimana isu-isu ini ditangani di wilayah ini melalui 

kebijakan dan program yang spesifik. 

Ini adalah bacaan penting bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik 

untuk memahami tantangan kaum miskin perkotaan di Asia Timur dan Pasifik, serta 

pendekatan yang berhasil untuk mengatasinya.

Silakan lihat worldbank.org/eap/inclusivecities untuk laporan lengkap dan studi kasus.
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Seri Pembangunan Perkotaan

Seri Pembangunan Perkotaan membahas tantangan urbanisasi dan apa arti-
nya bagi negara-negara berkembang dalam beberapa dekade ke depan. Seri 
ini bertujuan untuk mempelajari secara substantif isu-isu inti yang dicirikan 
oleh Strategi Perkotaan Bank Dunia 2009, Systems of Cities: Harnessing 
Urbanization for Growth and Poverty Alleviation (Sistem Kota: Meman-
faatkan Urbanisasi untuk Pertumbuhan dan Pengentasan Kemiskinan). Pada 
lima ranah Strategi Perkotaan, Seri ini memfokuskan pada publikasi yang 
berupaya memupuk pemahaman yang lebih baik dalam: eleman inti dari 
sistem kota; kebijakan pro-kaum miskin; ekonomi kota; tanah perkotaan 
dan pasar perumahan; lingkungan perkotaan yang lestari; dan isu-isu lain 
terkait dengan agenda pembangunan perkotaan.

Cities and Climate Change: Responding to an Urgent Agenda (Kota dan 
Perubahan Iklim: Menanggapi Agenda Mendesak)

Climate Change, Disaster Risk, and the Urban Poor: Cities Building 
Resilience for a Changing World (Perubahan Iklim, Resiko Bencana, dan 
Kaum Miskin Perkotaan: Ketahanan Bangunan Kota untuk Dunia yang 
Berubah)

East Asia and Pacific Cities: Expanding Opportunities for the Urban Poor 

East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial 
Growth (Lanskap Urban yang Mengubah Asia Timur: Mengukur 
Dasawarsa Pertumbuhan Tata Ruang, 2000-2010)

The Economics of Uniqueness: Investing in Historic City Cores and 
Cultural Heritage Assets for Sustainable Development (Ekonomi 
Keunikan: Investasi di Pusat Kota Bersejarah dan Aset Warisan Budaya 
untuk Pembangunan Berkelanjutan)

Financing Transit-Oriented Development with Land Values: Adapting 
Land Value Capture in Developing Countries (Pembiayaan Pembangunan 
Berorientasi Transit dengan Nilai Lahan: Mengadaptasi Land Value 
Capture di Negara Berkembang)

Transforming Cities with Transit: Transit and Land-Use Integration for 
Sustainable Urban Development (Transformasi Kota dengan Transit: 
Transit dan Integrasi Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Perkotaan 
yang Berkelanjutan)

Urban Risk Assessments: An Approach for Understanding Disaster and 
Climate Risk in Cities (Penilaian Risiko Perkotaan: Pendekatan untuk 
Memahami Risiko Bencana dan Iklim di Kota)

Semua buku dalam Seri Pembangunan Perkotaan tersedia secara gratis di 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2174
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Kasus Pertumbuhan untuk Mengatasi  
Kemiskinan Perkotaan, Ketimpangan, dan 
Permukiman Kumuh di Asia Timur dan Pasifik

Urbanisasi di Kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) telah menciptakan 
banyak kesempatan bagi banyak orang. Kota menciptakan lapangan kerja 

dan meningkatkan produktivitas, sementara kepadatan perkotaan berpotensi 
menurunkan biaya unit penyediaan layanan publik, yang memungkinkan 
pemerintah memperluas akses terhadap layanan dasar kepada lebih banyak 
orang. Kawasan EAP menonjol karena tingkat pengentasan kemiskinan yang 
cukup mengesankan selama dua dekade terakhir, dan sebagian besar terjadi 
di kota-kota (World Development Indicators 2016). 

Pertumbuhan yang padat di kota-kota dapat menciptakan tantangan. 
Seringkali kota-kota sulit bersaing dengan kebutuhan warganya yang terus 
bertambah, dan kurangnya perencanaan dan investasi di bidang 
infrastruktur fisik, perumahan, dan transportasi selalu mengakibatkan 
kemacetan, polusi, dan perluasan ketimpangan bagi penduduk perkotaan. 
Ketidakseimbangan perkotaan dapat merusak manfaat urbanisasi yang 
mengancam keberlanjutan proses pertumbuhan dan memperlambat 
pengentasan kemiskinan, dan ini dapat menyebabkan perpecahan sosial, 
konflik, dan meningkatnya kejahatan dan kekerasan di kota-kota. 

Studi ini berfokus pada kemiskinan perkotaan dan ketimpangan di 
kota-kota EAP, dengan mengenali bahwa banyak negara di kawasan ini, 
terutama yang memiliki status pendapatan menengah, berada pada titik 
kritis dalam proses urbanisasi dan pertumbuhan dimana potensi 
perpecahan sosial di kota dapat membahayakan prospek pengurangan 
kemiskinan di masa depan (Kotak 1).

Dengan perkiraan 250 Juta orang di EAP yang tinggal di daerah kumuh, 
kawasan ini memiliki populasi kumuh terbesar di dunia (sebagian besar 
karena jumlah orang di negara-negara EAP). Sekitar 75 juta orang hidup di 
bawah garis kemiskinan US $ 3,10 / hari, dengan kemiskinan perkotaan 
yang terdapat baik di negara berpendapatan menengah ke bawah dan 
menengah ke atas. Kota-kota dengan jumlah penduduk miskin perkotaan 
paling tinggi berada di China, Indonesia, dan Filipina, sementara tingkat 
kemiskinan perkotaan tertinggi berada di negara-negara Kepulauan Pasifik 
di Papua Nugini dan Vanuatu, dan di Indonesia dan Republik Demokratik 
Rakyat Laos (PDR). Selain konsentrasi penduduk miskin kota di beberapa 
kota besar di kawasan ini, kemiskinan perkotaan secara keseluruhan lebih 
tinggi di kota-kota kecil dan menengah. 

1
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Terdapat juga aspek multidimensional dari kemiskinan perkotaan yang 
tidak tertangkap melalui pendapatan yang dibakukan atau studi kemiskinan 
berbasis konsumsi. Kondisi hidup di daerah kumuh, di mana banyak kaum 
miskin perkotaan tinggal, seringkali padat, kekurangan infrastruktur dan 
layanan yang memadai, dan menyajikan sejumlah risiko kesehatan dan 
lingkungan yang dihasilkan. Mobilitas dan akses terhadap pekerjaan, layanan, 
dan pasar dibatasi oleh pilihan terbatas untuk transportasi yang terjangkau. 
Tingginya biaya di kota-kota untuk makanan, tempat tinggal, layanan dasar, 
dan komuter memberikan tekanan yang besar pada rumah tangga miskin, 
dan kesenjangan antara kaya dan miskin bisa sangat mencolok di lingkungan 
perkotaan yang padat, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial. 

Di negara-negara EAP, terdapat juga risiko tinggi yang terkait dengan 
bencana alam dan perubahan iklim, karena kawasan ini merupakan 
daerah yang paling banyak dilanda bencana di dunia, terkena dampak 
kejadian kecil dan berulang yang jarang terjadi (Jha and Stanton-Geddes 
2013). Paparan terhadap kejadian ini sangat tinggi di kota-kota, dengan 
konsentrasi pada orang dan aset mereka, dan orang miskin perkotaanlah 
yang paling terpengaruh (Baker 2012). 

Pengikutsertaan Perkotaan: Memahami Dimensi 
Kemiskinan Perkotaan dan Ketimpangan

Karena ukuran tradisional kemiskinan dan ketimpangan tidak selalu 
mencakup kekurangan dan masalah multidimensi yang dihadapi oleh kaum 
miskin kota, maka kerangka kerja yang lebih komprehensif digunakan 
dalam buklet ini, dengan fokus pada pengikutsertaan perkotaan. Kerangka 
kerja ini didasarkan pada tiga dimensi pengikutsertaan - ekonomi, tata 
ruang, dan sosial - yang mencakup faktor penting terkait dengan pekerjaan 
dan mata pencaharian, kondisi kehidupan, dan hak dan perlindungan yang 
adil antara subkelompok di kalangan kaum miskin kota; subkelompok ini, 
karena berbagai alasan, berada pada posisi yang kurang menguntungkan 
untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang didatangkan oleh kota.

Pengikutsertaan Ekonomi 

Dimensi pengikutsertaan ekonomi mengacu pada pemerataan akses 
terhadap pekerjaan dan kegiatan penghasil pendapatan di kota-kota, yang 
sangat penting untuk pengentasan kemiskinan dan pengikutsertaan 
ekonomi. Di kota-kota, masyarakat miskin bergantung pada pendapatan 
tunai, sangat rentan terhadap kehilangan pekerjaan dan pengurangan upah 
di industri berbasis perkotaan, dan tidak memiliki produksi pertanian 
sebagai cadangan sebagaimana di daerah pedesaan. Guncangan eksternal 
juga dapat mempengaruhi pengikutsertaan ekonomi mereka, terutama jika 
mekanisme ketahanan tidak ada, seperti yang biasa terjadi pada kaum 
miskin kota. Isu-isu utama yang terkait dengan pengikutsertaan ekonomi 
bagi kaum miskin kota terkait dengan hambatan terhadap pekerjaan formal 
dan pada ketahanan yang terbatas, seperti yang disebutkan di bawah ini: 

• Hambatan terhadap pekerjaan formal. Kota-kota di seluruh EAP adalah 
kekuatan pendorong dalam pengembangan ekonomi kawasan ini dan 
merupakan rumah bagi industri yang sangat penting untuk penciptaan 
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lapangan kerja. Namun, tingkat informalitas kawasan ini membuat 
banyak kaum miskin kota terlibat dalam pekerjaan informal dengan 
keterampilan rdan upah rendah, tanpa kontrak kerja dan asuransi sosial, 
dan tanpa perlindungan terhadap pemecatan yang tidak adil. Situasi ini 
berawal dari sejumlah hambatan yang terkait dengan pasar tenaga kerja 
yang, pada pada akhirnya, berasal dari hambatan dalam kesempatan 
pendidikan, kesenjangan dalam jaringan sosial yang mempermudah 
masuknya pasar tenaga kerja untuk sub-kelompok tertentu - terutama 
mereka yang memiliki keterampilan lebih rendah, seperti migran 
pedesaan, anak muda, dan perempuan - dan tantangan mobilitas, 
terutama bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh di pinggiran kota.

• Ketahanan. Pengikutsertaan ekonomi juga bergantung pada ketahanan 
terhadap guncangan ekonomi akibat bencana alam atau krisis global. 

Kotak 1 Kota-Kota di Asia Timur dan Pasifik: Memperluas Peluang untuk Kaum 
Miskin Perkotaan Tujuan dan Isi 

Buklet ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah kemiskinan 
perkotaan, ketimpangan, dan pengikutsertaan perkotaan di Asia Timur dan Pasifik (EAP), terutama 
bagi mereka yang tinggal di Permukiman kumuh, serta menyajikan seperangkat prinsip panduan 
untuk menciptakan kota-kota pengikutsertaanf melalui banyak dimensi, yang saling terkait dimensi- 
ekonomi (pekerjaan), tata ruang (perumahan dan layanan), dan sosial (keadilan hak dan partisipasi, 
terutama untuk kelompok marjinal). Studi ini ditujukan untuk para pembuat kebijakan, peneliti, donor, 
dan praktisi yang bekerja baik di tingkat kota dan nasional. 

Fokus pada kemiskinan dan ketidakadilan perkotaan adalah sejalan dengan tujuan ganda Bank 
Dunia yakni untuk mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dan mempromosikan kemakmuran bersama, 
serta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya Sasaran ke-11, yang ber-
fokus pada kota “inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.” Fokus ini juga sangat sesuai dengan 
Agenda Perkotaan Baru yang menyerukan untuk menyediakan layanan dasar bagi semua anggota, 
memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dan tidak menghadapi diskriminasi, dan 
sepenuhnya menghormati hak-hak pengungsi, migran, dan orang-orang yang kehilangan tempat 
tinggal, terlepas dari status migrasi mereka, di antara prioritas penting lainnya.

Tulisan ini mengacu pada analisis data, literatur, studi kasus, dan dua survei yang dirancang khu-
sus di daerah perkotaan berpenghasilan rendah di Metro Manila, Filipina, dan Ulan Bator, Mongolia.a 
Dikarenakan sebagai data di seluruh negara tidak selalu konsisten, studi ini menggunakan contoh-
contoh spesifik untuk mengilustrasikan poin-poin kunci. Pada akhirnya, studi ini menggunakan ban-
yak contoh praktik yang baik dari EAP untuk menunjukkan bagaimana kota-kota dan negara-negara 
mendekati aspek-aspek pengikutsertaan dan pengurangan kemiskinan perkotaan yang spesifik seb-
agai pertimbangan untuk kemungkinan terjadinya replikasi. 

Bab 1 dari studi utama mencakup kecenderungan yang luas yang terkait dengan urbanisasi, 
kemiskinan, ketimpangan, dan permukiman kumuh di EAP; bab 2 meninjau pengikutsertaan ekonomi 
yang berkaitan dengan kesempatan kerja dan biaya ekonomi dari bahaya alam; bab 3 membahas fak-
tor pengikutsertaan tata ruang, termasuk permukiman, infrastruktur dan pemberian layanan, serta 
mobilitas; bab 4 menyajikan pengikutsertaan sosial, termasuk hak untuk lansia, perempuan, dan 
migran; dan bab 5 menguraikan prinsip panduan kebijakan dalam menangani kemiskinan dan pengi-
kutsertaan perkotaan. Lampiran 1 mencakup profil kemiskinan perkotaan di tingkat negara. Studi 
kemiskinan tingkat kota untuk Metro Manila dan Ulan Bator tersedia sebagai laporan pendamping.

a. Kota-kota ini dipilih sesuai dengan kerja paralel yang sangat diuntungkan dari data baru mengenai penduduk 
berpenghasilan rendah.
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Kawasan EAP telah menghadapi banyak guncangan dalam beberapa 
tahun terakhir, dengan dampak signifikan pada kaum miskin kota. 
Sebagai contoh meliputi banjir perkotaan, krisis keuangan 2008-09, 
dan siklon yang menghancurkan di sejumlah negara yang menunjukkan 
bagaimana satu peristiwa dapat menghapus keuntungan ekonomi 
bertahun-tahun, terutama bagi mereka yang memiliki sedikit 
perlindungan. Penurunan arus perdagangan saat ini dan meningkatnya 
proteksionisme di pasar negara maju mempengaruhi permintaan 
tenaga kerja, yang dapat berdampak besar terhadap masyarakat 
miskin. Misalnya, krisis keuangan 2008-09 diperkirakan menghasilkan 
1,4 juta orang lagi yang hidup di bawah garis kemiskinan di Filipina, 
terutama karena kehilangan pendapatan tenaga kerja. Sebagian besar 
dari mereka adalah orang-orang yang hampir miskin tinggal di daerah 
perkotaan, dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah daripada 
penduduk secara umum (Habib et al., 2010).

Pengikutsertaan Tata Ruang

Dimensi tata ruang dari pengikutsertaan perkotaan terkait dengan akses 
yang adil terhadap lahan, perumahan, infrastruktur, dan layanan publik 
dasar. Mobilitas menjadi sangat penting, mengingat perannya dalam 
menghubungkan penduduk berpenghasilan rendah terhadap pekerjaan, 
layanan, dan fasilitas. Hubungan antara struktur tata ruang kota dan 
pengikutsertaan penting untuk memahami dan menangani kesenjangan 
antar dan intra perkotaan yang dapat menghambat pertumbuhan perkotaan.

Ketimpangan tata ruang di banyak kota EAP adalah tinggi, dengan 
perpecahan utama dalam hal akses ke perumahan, infrastruktur dan layanan, 
dan transportasi yang terjangkau. Perpecahan ini diperparah oleh pesatnya 
pertumbuhan kota-kota di EAP, yang belum mampu memenuhi kebutuhan 
populasi urban yang terus meningkat. Kekurangan tersebut terutama terlihat 
di daerah kumuh dimana banyak kaum miskin perkotaan tinggal.1 Ketika 
menganalisis ketimpangan tata ruang, tiga area utama menonjol sebagai 
kekurangan bagi kaum miskin kota, yakni: aksesibilitas, keterjangkauan, 
dan kualitas serta keamanan, seperti yang dijelaskan di bawah ini: 

• Aksesibilitas. Di seluruh kawasan, tingkat akses kaum miskin perkotaan 
terhadap perumahan dan layanan dasar sangat bervariasi. Misalnya, di 
Indonesia, Filipina, dan Vietnam, masing-masing 27 persen, 21 persen, 
dan 7 persen penduduk perkotaan, masih belum memiliki akses 
terhadap sanitasi yang lebih baik. Di dua kota terbesar di Vietnam - 
sementara akses air secara keseluruhan tinggi - hanya 43 persen kuintil 
terendah (20 persen paling miskin) memiliki akses ke air minum keran 
pribadi, dibandingkan dengan 75 persen kuintil terkaya. Infrastruktur 
jalan dasar, yang menjadi jantung aksesibilitas, juga sering terkendala 
di daerah kumuh dimana jalan-jalannya sempit dan tanpa trotoar, 
mendorong pejalan kaki ke jalan. Jalan yang menuju ke pinggiran kota 
mungkin terlalu sempit atau tidak memadai untuk mengakomodasi 
kendaraan angkutan umum yang lebih besar, yang membatasi akses 
lebih jauh. Dalam mengakses perumahan yang terjangkau, sejumlah 
masalah yang kompleks menciptakan keterbatasan di pasar, termasuk 
tingginya permintaan dan kebijakan lahan yang ketat di kota-kota, 



5

dan kurangnya keuangan bagi penduduk berpenghasilan rendah. 
Akses terhadap layanan dasar semakin dibatasi oleh dokumentasi 
hukum di kawasan informal, mencegah utilitas memasang layanan, 
dan berdasarkan hambatan sumber daya dan kapasitas - terutama 
pada kota-kota yang berkembang pesat.

• Keterjangkauan. Biaya perumahan yang tinggi di kota-kota membatasi 
keterjangkauan harga oleh kaum miskin kota. Mengingat sifat informal 
pekerjaan atau status lokasi tempat tinggal mereka, kaum miskin kota 
cenderung tidak terjangkau oleh bank yang mungkin akan memberikan 
pembiayaan dan pinjaman untuk kepemilikan rumah. Dalam hal 
penyediaan layanan dasar, pemerintah kota biasanya memiliki sumber 
daya yang terbatas dan tidak dapat atau bersedia untuk memperluas 
layanan ke permukiman informal, yang seringkali berada di daerah 
berisiko tinggi, yang lebih lanjut akan memperburuk biaya dan masalah. 
Akibatnya, lingkungan perkotaan berpenghasilan rendah hanya dapat 
dilayani oleh penyedia layanan skala kecil yang kekurangan skala 
ekonomi dan oleh karena itu mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk 
layanan dasar daripada yang dilakukan oleh penyedia layanan publik. 
Biaya transportasi juga bisa tinggi untuk daerah berpendapatan rendah, 
terutama di lingkungan pinggiran, membuat kaum miskin kota 
menanggung biaya yang mahal dan waktu yang panjang untuk 
mencapai pekerjaan di pusat kota. Di Ulan Bator, Mongolia, misalnya, 
bentuk tata ruang kota yang tidak terkontrol berarti bahwa biaya 
penyediaan layanan jaringan ke daerah pinggiran tempat penduduk 
kota paling miskin tinggal menjadi sangat mahal. Warga kemudian 
harus mengandalkan layanan pribadi yang mahal, menambah lebih 
banyak beban pada sumber daya mereka yang terbatas.

Kredit foto: Phnom Penh, Cambodia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Slum_in _ Phnom_Penh.JPG.



6

• Kualitas dan keamanan. Ketidakamanan informalitas dan kepemilikan 
lahan dapat menyebabkan kaum miskin kota tidak melakukan investasi 
untuk memperbaiki rumah dan lingkungan mereka. Perumahan di 
bawah standar menimbulkan kekhawatiran serius tentang konstruksi 
yang buruk dan kepadatan, dan risiko kesehatan dan keselamatan 
terkait. Di daerah yang belum terlayani oleh utilitas umum, 
ketergantungan kepada vendor swasta untuk penyediaan air yang tidak 
diatur pemerintah dapat membuat konsumen rentan terhadap masalah 
kesehatan. Akhirnya, dalam hal mobilitas, kawasan EAP menjadi 
terdepan di dunia dalam hal jumlah korban lalu lintas tahunan, yang 
cenderung melibatkan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor. 
Mengingat bahwa moda transportasi ini disukai oleh kaum miskin 
kota, mereka menghadapi risiko cedera atau kematian yang lebih tinggi.

Keterlibatan sosial

Dimensi sosial dari pengikutsertaan perkotaan berhubungan dengan hak 
individu, kelompok, martabat, keadilan, dan keamanan. Untuk studi ini, 
pengikutsertaan sosial di kota-kota merujuk secara khusus pada kaum 
miskin kota, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh. Aspek 
pengikutsertaan / pengucilan sosial paling banyak terlihat melalui 
pengakuan hak mereka yang tidak merata dan partisipasi mereka yang 
lemah dalam pengambilan keputusan. Ada juga subkelompok di antara 
orang miskin yang berisiko lebih tinggi dan terhadapnya dampak 
kemiskinan perkotaan dapat ditingkatkan karena identitas atau tempat 
mereka di masyarakat. Subkelompok ini mungkin termasuk anak-anak, 
remaja, lansia, wanita, penyandang cacat, tunawisma, dan pekerja migran -  
walaupun kondisinya berbeda di seluruh negara.

Pengikutsertaan sosial sangat penting di kota-kota di mana, mengingat 
kepadatan penduduk yang tinggi, terdapat perbedaan mencolok antar 
kelompok pendapatan sebagai contoh orang kaya dan orang miskin. 
Perpecahan ini bisa memperburuk ketidakpuasan dan menimbulkan konflik. 
Di seluruh EAP, bentuk pengecualian yang paling terlihat yang mempengaruhi 
kaum miskin kota, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah 
sebagai berikut: pembatasan hak atas tanah dan properti; keterbatasan 
partisipasi warga; dan kebijakan eksternal yang mencegah beberapa orang 
mengakses layanan perkotaan dan perlindungan sosial. Isu-isu ini bisa 
sangat akut bagi kelompok marjinal, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

• Hak tanah dan properti terbatas untuk beberapa orang. Tingkat 
informalitas yang tinggi di kawasan ini berarti bahwa keamanan masa 
pemilikan dan kepemilikan lahan sulit dipahami bagi banyak kaum 
miskin kota. Di negara-negara seperti Vietnam, kepemilikan properti 
dibatasi untuk mereka yang memiliki status residensi perkotaan, 
meskipun tingkat migrasi pedesaan-perkotaan tinggi di antara kelompok 
berpenghasilan rendah. Status residensi perkotaan dibutuhkan lebih 
dari sekedar kepemilikan lahan; status ini bisa memberikan “hak atas 
kota”, yang memberikan kepada pemegang residensi akses terhadap 
layanan kesehatan dan pendidikan. Di negara-negara di seluruh 
kawasan, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, 
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pandangan tradisional tentang peran gender telah dikodifikasikan 
dalam undang-undang warisan dan properti sehingga menyulitkan 
perempuan memiliki tanah. Situasi ini sangat membatasi perempuan 
berpenghasilan rendah yang mungkin tidak memiliki aset lain.

• Partisipasi warga masyarakat. Di seluruh EAP, struktur tata kelola yang 
sangat terpusat membatasi partisipasi dalam tata kelola dan perencanaan 
kota. Namun, dalam upaya untuk merespons kemiskinan perkotaan 
yang terus meningkat, banyak negara telah menerapkan alat keterlibatan 

Kredit foto: Shanghai, China. © Judy Baker / World Bank.
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masyarakat untuk mempromosikan pembangunan. Meskipun kerangka 
hukum yang mendorong perencanaan partisipatif ada di beberapa 
negara, termasuk Kamboja, Filipina, dan Vietnam, adopsi mereka sangat 
bervariasi dan bergantung pada mekanisme penegakan yang ada.

• Perlindungan sosial. Mekanisme perlindungan sosial yang memadai 
merupakan alat penting untuk pengurangan kemiskinan dan 
pengelolaan risiko sosial di kota-kota. Meskipun pengeluaran untuk 
bantuan sosial tampaknya meningkat di sebagian besar negara di 
kawasan ini, tingkat pengeluaran tetap rendah, dan banyak rumah 
tangga miskin masih belum menerima bantuan sosial yang sangat 
dibutuhkan. Di Mongolia dan Thailand, misalnya, cakupan bantuan 
sosial untuk warga paling miskin di atas 90 persen karena sifat 
universal dari manfaat; namun di Kamboja, Fiji, Indonesia, Malaysia, 
dan Timor-Leste, berada di bawah 25 persen (World Bank 2013). 
Tantangan khusus yang dihadapi dalam menjangkau kaum miskin 
kota meliputi: (1) persepsi bahwa jaring pengaman sosial tidak 
diperlukan, mengingat pasar tenaga kerja yang dinamis di kota-kota; 
(2) angka kemiskinan perkotaan diabaikan, terutama untuk migran 
dan pekerja informal; dan (3) program peningkatan permukiman 
kumuh dan pengembangan masyarakat lebih berfokus pada 
pembangunan infrastruktur dan kurang pada penerima manfaat.

• Subgrup termarjinalkan. Di antara kaum miskin kota, adalah anak-
anak, perempuan, lansia, dan migran pedesaan yang menonjol sebagai 
kelompok terbesar yang, karena berbagai alasan, berada dalam posisi 
yang kurang menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan dari 
berbagai peluang yang dibawa kota. Di beberapa negara, kaum muda 
juga merasa kesulitan untuk memasuki angkatan kerja, terutama jika 
mereka memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. 
Wanita berpenghasilan rendah secara tidak proporsional menghadapi 
tantangan sebagai berikut: masalah kesehatan dan keselamatan kerja; 
kerentanan yang lebih tinggi terhadap PHK selama masa guncangan 
ekonomi atau perubahan pada permintaan pasar; dan di beberapa 
negara, hambatan hukum terhadap kepemilikan aset semakin merusak 
keamanan rumah tangga, lebih menguntungkan laki-laki daripada 
perempuan. Selanjutnya, proporsi lansia meningkat di banyak bagian 
EAP, walaupun hanya sedikit analisis tentang lansia berpenghasilan 
rendah di kota-kota; mereka cenderung memiliki akses terbatas 
terhadap perlindungan sosial, terutama jika mereka tidak bekerja di 
sektor formal. Lansia memiliki sedikit tabungan, memiliki kebutuhan 
kesehatan yang semakin meningkat, dan dalam beberapa kasus, cacat. 
Seiring bertambahnya populasi, lansia merupakan kelompok yang 
semakin diperhatikan di banyak negara. Terakhir, ada sejumlah 
kebijakan atau sikap eksklusif yang mendiskriminasi migran pedesaan 
di EAP, sehingga menyulitkan mereka untuk menemukan perumahan, 
pekerjaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Sementara para 
migran tidak selalu memulai sebagai orang miskin, mereka dapat jatuh 
ke dalam perangkap kemiskinan saat mereka berjuang untuk menavigasi 
penghalang khusus yang meningkatkan biaya kesempatan untuk 
mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kota.



9

Tiga dimensi pengikutsertaan - ekonomi, tata ruang, dan sosial - sangat 
berkaitan, dan pendekatan untuk menganalisis kekurangan atau 
mengembangkan solusi untuk mengatasi kompleksitas masalah harus 
mempertimbangkan ketiga bidang tersebut. Upaya untuk mengatasi 
hanya satu aspek pengikutsertaan mengakibatkan jangkauan mereka 
menjadi lebih terbatas. Misalnya, program peningkatan permukiman 
kumuh yang terfokus secara sempit dapat memperbaiki kondisi kehidupan 
bagi masyarakat tertentu, namun mungkin tidak membuka kesempatan 
untuk mobilitas terhadap pekerjaan atau membantu mengintegrasikan 
komunitas ini ke dalam ekonomi dan fasilitas perkotaan yang lebih luas. 
Keterkaitan tersebut juga menjadi isu di tingkat rumah tangga, dan juga 
memerlukan pendekatan yang gratis.

Prinsip Panduan untuk Tindakan Publik dalam 
Mempromosikan Pengikutsertaan yang Lebih Besar  
di Kota-Kota Asia Timur dan Pasifik 

Studi ini meningkatkan sejumlah tantangan yang dihadapi kota-kota di EAP 
yang jika tidak tertangani, akan memberi tekanan pada pertumbuhan, 
stabilitas, dan kohesi sosial di masa depan di kawasan ini. Namun bila 
ditangani, akan ada potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk 
menciptakan kota yang lebih inklusif dan dapat ditinggali. Situasi ini 
menyajikan peluang luar biasa di tingkat negara dan kota di seluruh kawasan. 

Kredit foto: © Jonathan McIntosh.
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Studi ini mengacu pada pengalaman global dan menyajikan seperangkat 
prinsip panduan utama sebagai pertimbangan dan adaptasi bagi pembuat 
kebijakan terhadap keadaan spesifik Negara atau kota. Program dan 
kebijakan untuk mengatasi kemiskinan perkotaan dan pengikutsertaan 
sosial tidak dimaksudkan untuk mengatasi biaya penanganan kemiskinan 
pedesaan, namun ditujukan untuk memastikan bahwa manfaat urbanisasi 
dibagi secara luas dan dapat menciptakan peluang masa depan bagi 
masyarakat area pedesaan. Prinsip panduan secara bersama-sama ditegakkan 
dan dimaksudkan untuk mengatasi berbagai dimensi pengikutsertaan.

Pelaksanaan perlu disesuaikan dengan konteks negara dan kota yang 
sangat beragam di kawasan EAP. Dengan demikian, tipologi berdasarkan 
tingkat urbanisasi suatu Negara atau kota digunakan untuk menyusun 
prioritas (World Bank 2009). Prioritas ditentukan oleh tingkat urbanisasi 
pada tabel 1 (di bagian belakang tinjauan), dan dibahas di bawah ini: 

Urbanisasi awal mengacu pada tempat-tempat yang berada pada tahap 
urbanisasi awal dan biasanya dengan status berpenghasilan menengah ke 
bawah. Meskipun tingkat kemiskinan mungkin lebih tinggi, pada tempat ini 
ada kesempatan untuk menerapkan kebijakan dan program utama yang akan 
mempengaruhi urbanisasi di masa depan dengan tujuan menciptakan kota-
kota yang inklusif dan dapat ditinggali. Di EAP, di tingkat negara, tempat-
tempat ini dapat mencakup Kamboja, Laos, dan Myanmar; dan di tingkat 
kota, kota-kota yang lebih kecil termasuk, Siem Reap (Kamboja), Vientiane 
(Lao PDR), dan Hai Duong (Vietnam). Tempat-tempat ini cenderung memiliki 
kepadatan rendah, tingkat kesejahteraan dan kapasitas yang lebih rendah, 
yang berarti mereka memerlukan dukungan finansial dan teknis tertentu. 

Urbanisasi menengah ditandai oleh negara-negara yang sekitar 50 
persennya mengalami urbanisasi atau kota-kota yang berukuran sedang 
hingga besar dan berkembang dengan cepat. Cepat. Contoh di tingkat 
negara meliputi China, Indonesia, Filipina, dan Thailand; dan di 
tingkat kota, Phnom Penh (Kamboja), Yogyakarta (Indonesia), Yangon 
(Myanmar), Kota Cebu (Filipina), dan Hai Phong (Vietnam). Untuk 
tempat-tempat tersebut, urbanisasi telah banyak terjadi dan status 
pendapatan menengah tercapai, namun ada kebutuhan substansial 
untuk menangani perumahan di bawah standar, kekurangan pemberian 
layanan, dan ketimpangan terhadap beberapa kelompok. Dimungkinkan 
terdapat keterbatasan sumber daya keuangan dan kapasitas untuk 
investasi tertentu yang memerlukan mekanisme pembiayaan yang 
inovatif, serta dukungan kapasitas untuk merancang dan menerapkan 
program dan kebijakan secara efektif. 

Urbanisasi lanjut mengacu pada negara-negara yang lebih dari 75 
persennya mengalami urbanisasi. Di EAP negara-negara tersebut termasuk 
Jepang, Republik Korea, dan Malaysia. Di tingkat kota, urbanisasi 
lanjutan mencakup kawasan metropolitan perkotaan yang sangat urban 
seperti Beijing (China), Jakarta (Indonesia), Manila (Filipina), Bangkok 
(Thailand), dan Ho Chi Minh City (Vietnam). Meskipun tempat-tempat 
ini mungkin memiliki status pendapatan menengah-atas yang lebih tinggi, 
lebih sejahtera, dan kapasitas kelembagaan yang penting, kemungkinan 
masih ada tingkat kemiskinan perkotaan yang tinggi di beberapa tempat, 
dan penumpukan mereka yang tinggal di daerah kumuh akan menjadi 
penting, yang memerlukan perhatian segera.
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Prinsip panduan utama diuraikan di bawah ini. 

Mempromosikan Pengikutsertaan Ekonomi  
untuk Kaum Miskin Perkotaan

• Menghubungkan Kaum Miskin Perkotaan dengan Pasar Kerja. 
Pekerjaan dan penciptaan pendapatan sangat penting untuk mencapai 
pengurangan kemiskinan dan pengikutsertaan ekonomi. Upaya 
bersama oleh para pembuat kebijakan untuk menghubungkan kaum 
miskin kota dengan pasar kerja dengan lebih baik diperlukan jika 
kaum miskin kota ingin mendapatkan “pekerjaan yang baik” atau 
pekerjaan dengan upah cukup tinggi untuk memungkinkan mereka 
dan rumah tangga mereka memenuhi kebutuhan dasar. Pasar tenaga 
kerja di seluruh kawasan beralih ke pekerja berketerampilan tinggi, 
menjadikan investasi pada pendidikan dasar yang universal sebagai 
jembatan kunci antara kaum miskin kota dan pekerjaan yang baik. 
Pada tingkat urbanisasi menengah dan lanjutan, pemerintah dapat 
mempertemukan industri dan pendidikan, dan mempromosikan 
program pelatihan yang memberikan keterampilan yang dibutuhkan 
untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Contoh dari Hanoi 
dan Kota Ho Chi Minh di Vietnam, dan Shanghai, China, menunjukkan 
bagaimana pemerintah dapat bermitra dengan sektor swasta dalam 

Kredit foto: Waste pickers in Ulaanbaatar, Mongolia. © Judy Baker / World Bank.
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upaya tersebut. Menghubungkan kaum miskin kota ke pekerjaan 
dapat meminta menyebabkan permintaan atas penyediaan 
infrastruktur dan layanan transportasi yang lebih baik yang 
memungkinkan mobilitas pada masyarakat miskin, sebagaimana yang 
telah dilakukan di China dan Vietnam.

• Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Pro- Kaum Miskin. 
Banyak kaum miskin kota adalah wiraswasta dan, tanpa akses 
terhadap kredit, tidak dapat dengan mudah mendapatkan modal 
untuk mengembangkan bisnis mereka. Pada semua tingkat 
urbanisasi, ada inisiatif UKM mikro untuk mengisi kesenjangan ini, 
namun jangkauan mereka terbatas. Inisiatif untuk memperluas 
kredit ke kelompok rentan dapat ditemukan di Indonesia dan 
Filipina; Namun, program ini sering menargetkan komunitas atau 
lingkungan yang spesifik daripada kaum miskin kota secara lebih 
luas. Kebijakan yang melindungi dan mempromosikan hak-hak 
pekerja informal juga penting untuk melindungi kaum miskin kota, 
khususnya mengingat prevalensi informalitas di kawasan ini. Contoh 
kebijakan tersebut mencakup legalisasi ruang kerja informal seperti 
yang terlihat di Indonesia, dan menciptakan undang-undang yang 
melindungi pekerjaan rumahan seperti di Thailand.

• Membangun Ketahanan terhadap Guncangan Eksternal. Resiko 
bencana alam lebih tinggi di kawasan ini daripada di bagian lain 
dunia, dengan masyarakat miskin kota yang menjadi sangat rentan. 
Pada semua tahap urbanisasi, investasi di tingkat masyarakat penting 
untuk membangun ketahanan. Di Jakarta, Indonesia, misalnya, 
Sistem Peringatan Dini Banjir telah digunakan untuk membangun 
kapasitas lokal untuk mengelola risiko bencana dengan menggunakan 
perencanaan partisipatif, termasuk di masyarakat berpenghasilan 
rendah. Pada tingkat urbanisasi yang lebih menengah dan lanjut, 
investasi dalam program jaring pengaman sosial dan perencanaan 
bencana dapat membantu kaum miskin kota mempertahankan 
keuntungan ekonomi. Di China, Fiji, Indonesia, dan Filipina, 
misalnya, program jaring pengaman sosial menawarkan kegiatan 
persiapan bencana bagi kelompok rentan dan memberikan bantuan 
kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak 
bencana. Yang juga dibutuhkan adalah program dan kebijakan yang 
menyediakan dana formal baik untuk persiapan langkah-langkah 
(misalnya, pool asuransi), dan inisiatif rehabilitasi, seperti membangun 
kembali angkatan kerja dan merekonstruksi infrastruktur yang rusak.

Memperkenalkan Pengikutsertaan Tata Ruang  
untuk Kaum Miskin Perkotaan

• Berinvestasi dalam Perencanaan Kota Terpadu. Perencanaan tata 
ruang yang terintegrasi dengan baik dengan perencanaan transportasi 
dapat membantu mengurangi ketidakadilan dalam akses terhadap 
peluang dan fasilitas perkotaan. Pengurangan ini telah dicapai seiring 
berjalannya waktu di tempat-tempat seperti Korea, Jepang, dan 
Singapura. Pola tata ruang di dalam kota merupakan salah satu dari 
banyak faktor yang mempengaruhi pengikutsertaan kaum miskin 
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kota, dan dapat dipengaruhi dengan memastikan keselarasan 
geografis antara pekerjaan, pasar, transportasi umum, layanan 
kesehatan dan pendidikan, area rekreasi, dan perumahan yang 
terjangkau. Meningkatnya perhatian pada perencanaan kota, 
terutama di kota-kota awal dan menengah, diperlukan secara proaktif 
untuk mempengaruhi pola pertumbuhan sehingga masalah perluasan 
kota yang tidak terkendali, kumuh, dan kemacetan dapat dihindari. 
Pada tingkat urbanisasi menengah dan lanjutan, desain perkotaan 
yang berpihak pada kaum miskin mencakup hal-hal berikut: 
memprioritaskan koridor transportasi umum dan konektivitas untuk 
memfasilitasi hubungan yang mudah antara pekerjaan dan 
perumahan; memungkinkan adanya jalur sepeda dan trotoar karena 
sebagian besar kaum miskin perkotaan mengandalkan bersepeda 
atau berjalan kaki; dan melibatkan pemerintah daerah dan 
masyarakat sipil dalam proses perencanaan untuk memastikan 
bahwa kebutuhan lokal terpenuhi dan pertimbangan keadilan 
disertakan. Lokasi dan layanan proyek tertentu menawarkan 
pendekatan prospektif untuk menumbuhkan kota-kota di EAP, di 
mana peningkatan populasi yang diantisipasi dapat menyebabkan 
investasi proaktif dalam hak layanan jalan dan infrastruktur dasar di 

Kredit foto: Informal settlers’ houses on stilts on the bay. © Gabriel Mistral / World Bank.
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lokasi yang ditunjuk. Pendekatan ini memungkinkan rumah tangga 
berpendapatan rendah untuk membeli banyak barang dengan harga 
rendah dan membangun perumahan secara bertahap. Ada juga 
banyak pendekatan untuk membangun ketahanan melalui 
perencanaan dan pengelolaan perkotaan, terutama untuk daerah 
berisiko tinggi dimana banyak kaum miskin perkotaan tinggal. 
Pendekatan ini perlu menjadi praktik standar untuk kota-kota. 

• Memastikan Tanah dan Perumahan yang Terjangkau. Disfungsi pasar 
lahan perkotaan dan kekurangan pilihan perumahan yang terjangkau 
telah mengakibatkan meningkatnya populasi daerah kumuh di kota-
kota EAP. Penduduk berpenghasilan rendah memiliki sedikit pilihan 
untuk membiayai pembelian rumah atau untuk penyewaan yang 
terjangkau. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, yang dimulai 
pada tingkat urbanisasi awal, kebijakan harus diterapkan agar hak 
kepemilikan dilindungi dan memungkinkan pembangunan yang 
cepat memiliki dampak positif pada keseluruhan pasar perumahan 
yang terjangkau. Pada tingkat urbanisasi menengah, kebijakan yang 
dapat membuka akses terhadap lahan dan memperbaiki keamanan 
tenurial juga sangat penting bagi kaum miskin kota, seperti yang 
terlihat di Kota Iloilo di Filipina dan dengan CODI di Thailand. Titik 
awalnya adalah mengatasi penyebab tingginya harga tanah di kota 
tertentu - seperti ukuran plot minimum, rasio luas lantai maksimum, 
dan zona zonasi yang sudah ketinggalan zaman. Alatnya meliputi 
transfer hak pengembangan; penilaian khusus distrik; bonus 
kepadatan; penggunaan pengembangan campuran; dan skema subsidi 
silang. Penyatuan lahan telah berhasil dilakukan di seluruh kawasan 
untuk membuka akses terhadap tanah. Pada tingkat urbanisasi 
lanjutan, subsidi yang ditargetkan, serta sertifikasi tanah, peraturan 
perizinan lahan, dan kebijakan dan program perpajakan lahan, dapat 
membantu masyarakat yang paling miskin. 

• Menyediakan Akses yang Adil terhadap Infrastruktur dan Layanan 
Dasar. Sejalan dengan perencanaan tata ruang yang pro-masyarakat 
miskin di kota-kota adalah akses yang adil terhadap infrastruktur 
dan layanan dasar. Investasi di bidang air bersih, sanitasi, dan 
pengumpulan sampah yang solid sangat berdampak pada kesehatan, 
produktivitas, dan kesejahteraan, terutama pada tingkat awal 
urbanisasi perkotaan. Seiring berkembangnya kota, memastikan 
transportasi yang terjangkau memberikan akses terhadap peluang 
mendapatkan pendapatan, serta terhadap layanan seperti sekolah, 
klinik, dan rumah sakit, dan hal ini dapat mengurangi disparitas 
tata ruang. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur prioritas, 
program peningkatan permukiman kumuh dapat menggunakan 
pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi dan menerapkan 
intervensi berbasis lingkungan. Program unggulan yang diakui 
secara internasional di Indonesia, Thailand, dan Vietnam sedang 
ditingkatkan. Negara lain, seperti Kamboja, Mongolia, dan Filipina, 
memiliki kebutuhan substansial untuk meningkatkan kawasan 
kumuh, yang memerlukan perhatian segera. Sektor swasta memiliki 
peran implikasi yang nyata.
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Mengembangkan Pengikutsertaan Sosial untuk Kaum Miskin Perkotaan 

• Mengakui Hak-hak semua Warga Negara terhadap Kota. Bagian 
penting untuk mendorong kota inklusif adalah membangun 
pemahaman bahwa semua warga negara, terlepas dari identitas, status 
pendapatan, atau apakah mereka lahir di daerah pedesaan atau 
perkotaan, dapat memiliki akses yang sama terhadap layanan 
perkotaan atau pembelian properti. Ditambah dengan budaya 
pemberdayaan, yang menimbulkan rasa memiliki dalam lingkungan 
perkotaan. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam 
memperjuangkan hak kota bagi penduduk perkotaan dan berinvestasi 
pada sumber daya untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi, 
terlepas dari tingkat pendapatan. Namun, pemerintah daerah juga 
dapat menciptakan hambatan saat merencanakan strategi yang 
mengecualikan masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, 
dan migran. Kebijakan seperti hukou di China, atau kebijakan 
eksklusif lainnya untuk migran perkotaan di Kamboja, Indonesia, dan 
Vietnam, secara historis telah meninggalkan banyak orang. Situasi ini 

Kredit foto: © Aileen Damatac / World Bank.
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telah menciptakan perpecahan di masyarakat dan mencegah banyak 
orang memperoleh manfaat dari urbanisasi. Dalam kasus China, 
situasinya berubah, dengan relaksasi hukou baru-baru ini, terutama di 
kota-kota kecil. Koalisi lain di berbagai tahap urbanisasi juga perlu 
menerapkan reformasi terhadap kebijakan eksklusif untuk memastikan 
keadilan dan kesempatan bagi migran perkotaan. 

• Menargetkan Subkelompok Marginal di antara Kaum Miskin Kota. 
Menyalurkan manfaat bagi mereka yang, karena berbagai alasan, 
tidak dapat sepenuhnya mendapatkan manfaat dari pasar tenaga 
kerja adalah penting dalam mempromosikan pengikutsertaan sosial. 
Proses ini menjadi sangat penting pada tingkat urbanisasi menengah 
dan lanjutan karena ketimpangan meningkat. Program jaring 
pengaman sosial, khususnya transfer tunai bersyarat dan peluang 
kerja tunai, dapat meningkatkan pengentasan kemiskinan dan 
pengikutsertaan di kota-kota dengan menyediakan mekanisme bagi 
kelompok rentan untuk mencapai peningkatan aksesibilitas. 
Indonesia dan Filipina adalah contoh utama di mana program ini 
memberikan dukungan pendapatan dan kesempatan pelatihan bagi 
mereka yang berada di luar ekonomi formal atau pendatang baru 
yang mengalami diskriminasi karena identitas mereka. Program ini 
telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perkotaan. Beberapa 
program tersebut tersedia di negara lain, terutama bagi mereka yang 
berada di permukiman informal, sehingga banyak yang dikecualikan. 
Contoh program yang mewakili kelompok seperti perempuan 
berpenghasilan rendah, lansia, dan migran perkotaan di China, 
Indonesia, Jepang, Korea, dan Thailand, misalnya, menunjukkan 
bagaimana program semacam itu dapat mengatasi kerentanan bagi 
mereka yang paling kurang beruntung.

• Memperkuat Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Meningkatkan 
Keterlibatan Warga Negara. Membangun kota inklusif bergantung 
pada tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui pengambilan 
keputusan yang transparan dan adil di semua tingkat urbanisasi. 
Proses ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk 
keberhasilan dalam menerapkan program dan kebijakan di 
lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa kaum miskin kota 
kurang memiliki akses dan keterwakilan dalam sistem politik 
daripada kaum tidak-miskin perkotaan; Mereka memiliki lebih 
sedikit kesempatan dibandingkan dengan orang yang tidak miskin 
dalam membentuk dan mempengaruhi institusi pemerintahan 
mereka; dan kaum miskin kota menanggung hubungan yang jauh 
lebih bermusuhan dan menakutkan dengan institusi hukum dan 
ketertiban perkotaan (Desai 2010). Melibatkan kaum miskin kota 
dalam proses pengambilan keputusan penting untuk memperkuat 
kebijakan, meningkatkan pemberian layanan, dan memastikan 
stabilitas sosial di kota. Memberdayakan penduduk perkotaan 
untuk terlibat aktif dan berkontribusi ke kota mereka adalah cara 
yang ampuh untuk menerapkan pengikutsertaan sosial. Salah satu 
program tersebut adalah Asia Coalition for Community Action 
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Gambar 1 Proporsi Jenis Pemukiman 
Kumuh Menurut Area

Kepadatan tinggi
Di bawah pohon
Sejajar sepanjang jalur kereta api
Sejajar
Campuran
Mengantong
Sejajar di sepanjang sungai
Kepadatan rendah

32%

10%26%

4%

20%

6%

1%
1%

  

Gambar 2 Proporsi Berbagai Jenis 
Pemukiman Kumuh

1%

Kepadatan tinggi
Di bawah pohon
Sejajar sepanjang jalur kereta api
Sejajar
Campuran
Mengantong
Sejajar di sepanjang sungai
Kepadatan rendah

4%

17%
27%

13%
18%

11%

9%

Sumber: Dibuat dari data survei rumahtangga Metro Manila.

Gambar 3 Contoh Permukiman Informal Campuran

Sumber: Google Earth.



18

T
ab

el
 1

 
P

ri
n

si
p

 P
an

d
u

an
 u

n
tu

k 
M

em
p

ro
m

o
si

ka
n

 P
en

g
ik

u
ts

er
ta

an
 K

au
m

 M
is

ki
n

 P
er

ko
ta

an
 b

er
d

as
ar

ka
n

 T
in

g
ka

t 
U

rb
an

is
as

i 

T
in

g
ka

t 
U

rb
an

is
as

i

P
ri

n
si

p
-P

ri
n

si
p

 
P

an
d

u
an

 K
eb

ija
ka

n
A

w
al

M
en

en
g

ah
 

La
n

ju
t

M
em

p
ro

m
o

si
ka

n
 P

en
g

ik
u

ts
er

ta
an

 E
ko

n
o

m
i

M
en

g
h

u
b

u
n

g
ka

n
 

ka
u

m
 m

is
ki

n
 k

o
ta

 
d

en
ga

n
 p

as
ar

 k
er

ja

B
er

in
ve

st
as

i d
al

am
 p

en
d

id
ik

an
 d

as
ar

• 
 M

en
g

em
b

an
g

ka
n

 s
is

te
m

 in
fo

rm
as

i p
as

ar
 t

en
ag

a 
ke

rj
a 

ya
n

g
 k

u
at

• 
 B

er
in

ve
st

as
i d

al
am

 p
el

at
ih

an
 k

et
ra

m
p

ila
n

 k
ej

u
ru

an
• 

 B
er

in
ve

st
as

i d
al

am
 t

ra
n

sp
o

rt
as

i u
m

u
m

 u
n

tu
k 

m
em

u
n

g
ki

n
ka

n
 

m
o

b
ili

ta
s 

ke
 p

ek
er

ja
an

• 
 M

en
in

g
ka

tk
an

 k
u

al
it

as
 p

en
d

id
ik

an
 d

an
 p

el
at

ih
an

 
ke

tr
am

p
ila

n
; b

er
in

ve
st

as
i d

i p
en

d
id

ik
an

 k
ej

u
ru

an
 

d
an

 t
in

g
g

i;
• 

 M
en

ye
d

ia
ka

n
 p

ro
g

ra
m

 p
el

at
ih

an
 k

er
ja

 y
an

g
 

d
it

ar
g

et
ka

n
 t

er
u

ta
m

a 
b

ag
i k

au
m

 m
u

d
a 

ya
n

g
 

m
en

ga
n

g
g

u
r

• 
 M

em
p

er
lu

as
 in

ve
st

as
i p

ad
a 

tr
an

sp
o

rt
as

i u
m

u
m

 
ke

 s
em

u
a 

ka
w

as
an

 u
n

tu
k 

m
em

p
er

lu
as

 a
ks

es
 

te
rh

ad
ap

 p
ek

er
ja

an
 

M
en

d
o

ro
n

g
 

p
em

b
an

g
u

n
an

 
ek

o
n

o
m

i p
ro

 
m

as
ya

ra
ka

t 
m

is
ki

n
 

• 
M

en
d

o
ro

n
g

 k
ew

ir
as

w
as

ta
an

 d
an

 m
ig

ra
si

 
• 

M
em

p
er

lu
as

 a
ks

es
 t

er
h

ad
ap

 k
re

d
it

 m
el

al
u

i p
ro

g
ra

m
 U

K
M

 m
ik

ro
• 

 M
en

ci
p

ta
ka

n
 d

an
 m

en
er

ap
ka

n
 k

eb
ija

ka
n

 y
an

g
 m

em
p

ro
m

o
si

ka
n

 h
ak

 p
ek

er
ja

 in
fo

rm
al

 s
ep

er
ti

 m
el

eg
al

ka
n

 r
u

an
g

 u
n

tu
k 

p
ek

er
ja

an
 in

fo
rm

al
 d

an
 

m
en

ci
p

ta
ka

n
 u

n
d

an
g

-u
n

d
an

g
 y

an
g

 m
el

in
d

u
n

g
i p

ek
er

ja
 r

u
m

ah
an

M
em

b
an

g
u

n
 

ke
ta

h
an

an
 t

er
h

ad
ap

 
g

u
n

ca
n

ga
n

 e
ks

te
rn

al

M
en

d
u

ku
n

g
 p

ra
ka

rs
a 

m
as

ya
ra

ka
t 

u
n

tu
k 

m
em

b
an

g
u

n
 k

et
ah

an
an

 t
er

h
ad

ap
 g

u
n

ca
n

ga
n

 e
ks

te
rn

al

• 
 B

er
in

ve
st

as
i d

al
am

 p
er

en
ca

n
aa

n
 b

en
ca

n
a 

d
an

 s
is

te
m

 p
er

in
ga

ta
n

 
d

in
i d

i d
ae

ra
h

 b
er

is
ik

o
 t

in
g

g
i

• 
 M

en
g

em
b

an
g

ka
n

 p
ro

g
ra

m
 ja

ri
n

g
 p

en
ga

m
an

 y
an

g
 d

it
ar

g
et

ka
n

 

• 
 M

em
p

er
lu

as
 s

is
te

m
 p

er
in

ga
ta

n
 d

in
i u

n
tu

k 
ri

si
ko

 
b

en
ca

n
a

• 
 M

em
p

er
lu

as
 d

an
 m

en
in

g
ka

tk
an

 ja
ri

n
g

 p
en

ga
m

an
 

ya
n

g
 d

it
ar

g
et

ka
n

• 
 M

en
g

em
b

an
g

ka
n

 d
an

 m
en

er
ap

ka
n

 p
ro

g
ra

m
 

ya
n

g
 d

it
ar

g
et

ka
n

 u
n

tu
k 

m
en

g
u

ra
n

g
i d

eg
ra

d
as

i 
lin

g
ku

n
ga

n
• 

M
em

p
er

b
ai

ki
 in

fr
as

tr
u

kt
u

r
• 

M
en

g
em

b
an

g
ka

n
 p

o
o

l a
su

ra
n

si

M
em

p
ro

m
o

si
ka

n
 P

en
g

ik
u

ts
er

ta
an

 Ta
ta

 R
u

an
g

B
er

in
ve

st
as

i d
al

am
 

p
er

en
ca

n
aa

n
 k

o
ta

 
ya

n
g

 t
er

in
te

g
ra

si
 

B
er

in
ve

st
as

i d
al

am
 p

er
en

ca
n

aa
n

 t
at

a 
ru

an
g

 y
an

g
 t

er
in

te
g

ra
si

 d
en

ga
n

 b
ai

k 
d

en
ga

n
 p

er
en

ca
n

aa
n

 t
ra

n
sp

o
rt

as
i y

an
g

 m
em

fa
si

lit
as

i h
u

b
u

n
ga

n
 t

at
a 

ru
an

g
 

an
ta

ra
 p

ek
er

ja
an

 d
an

 p
er

u
m

ah
an

 u
n

tu
k 

ya
n

g
 b

er
p

en
g

h
as

ila
n

 r
en

d
ah

.

• 
 B

er
in

ve
st

as
i d

al
am

 in
fr

as
tr

u
kt

u
r 

tr
an

sp
o

rt
as

i d
an

 k
eb

ija
ka

n
 

p
en

g
h

u
b

u
n

g
 u

n
tu

k 
m

em
fa

si
lit

as
i k

ep
ad

at
an

 d
an

 m
en

d
o

ro
n

g
 

ke
te

rj
an

g
ka

u
an

, d
an

 m
en

in
g

ka
tk

an
 m

o
b

ili
ta

s 
u

n
tu

k 
se

m
u

a
• 

 B
er

in
ve

st
as

i p
ad

a 
ja

lu
r 

se
p

ed
a 

d
an

 t
ro

to
ar

• 
 S

ec
ar

a 
pr

oa
kt

if 
m

er
en

ca
na

ka
n 

pe
rl

ua
sa

n 
ko

ta
 te

rm
as

uk
 d

i l
ok

as
i d

an
 

la
ya

na
n 

di
 lo

ka
si

 y
an

g 
di

tu
nj

uk
• 

B
er

in
ve

st
as

i p
ad

a 
ru

an
g

 t
er

b
u

ka

• 
 M

em
p

er
lu

as
 in

ve
st

as
i d

i b
id

an
g

 in
fr

as
tr

u
kt

u
r 

tr
an

sp
o

rt
as

i, 
ko

n
ek

ti
vi

ta
s,

 ja
lu

r 
se

p
ed

a 
d

an
 

tr
o

to
ar

;
• 

 B
er

in
ve

st
as

i d
an

 m
em

el
ih

ar
a 

ru
an

g
 p

u
b

lik
• 

 Pe
m

u
ki

m
an

 k
em

b
al

i k
au

m
 m

is
ki

n
 k

o
ta

 d
i d

ae
ra

h
 

b
er

is
ik

o
 t

in
g

g
i

• 
 M

em
as

ti
ka

n
 a

d
a 

ru
an

g
 h

ija
u

 t
er

b
u

ka
 d

i d
ae

ra
h

 
b

er
p

en
g

h
as

ila
n

 r
en

d
ah

(T
ab

el
 b

er
la

nj
ut

 d
i h

al
am

an
 b

er
ik

ut
ny

a)



19

T
ab

el
 1

 
P

ri
n

si
p

 P
an

d
u

an
 u

n
tu

k 
M

em
p

ro
m

o
si

ka
n

 P
en

g
ik

u
ts

er
ta

an
 K

au
m

 M
is

ki
n

 P
er

ko
ta

an
 b

er
d

as
ar

ka
n

 T
in

g
ka

t 
U

rb
an

is
as

i (
la

nj
ut

an
)

T
in

g
ka

t 
U

rb
an

is
as

i

P
ri

n
si

p
-P

ri
n

si
p

 
P

an
d

u
an

 K
eb

ija
ka

n
A

w
al

 
M

en
en

g
ah

La
n

ju
t

M
em

as
ti

ka
n

 la
h

an
 

d
an

 p
er

u
m

ah
an

 y
an

g
 

te
rj

an
g

ka
u

• 
 M

en
en

tu
-k

an
 d

an
 

m
en

eg
ak

ka
n

 h
ak

  
at

as
 t

an
ah

 y
an

g
 

m
en

ca
ku

p
 t

en
u

re
 

ke
p

em
ili

ka
n

 la
h

an
 

d
an

 h
ak

 k
ep

em
ili

ka
n

 
ya

n
g

 t
er

ja
m

in
• 

 M
em

p
er

-b
ai

ki
 

ad
m

in
is

tr
as

i 
p

er
ta

n
ah

an

• 
 M

em
p

er
lu

as
 y

u
ri

sd
ik

si
 a

d
m

in
is

tr
at

if
 u

n
tu

k 
m

en
g

ko
o

rd
in

as
ik

an
 

in
ve

st
as

i i
n

fr
as

tr
u

kt
u

r
• 

 M
em

pe
rb

ai
ki

 d
an

 m
em

be
rl

ak
uk

an
 p

er
at

ur
an

 p
en

gg
un

aa
n 

la
ha

n
 

ya
ng

 m
en

ja
ga

 h
ar

ga
 ta

na
h 

ya
ng

 te
rj

an
gk

au
 s

ep
er

ti 
Pe

ny
er

ah
an

 H
ak

 
Pe

m
ba

ng
un

an
 (T

D
R

), 
pe

ni
la

ia
n 

kh
us

us
 d

is
tr

ik
, p

en
ge

m
ba

ng
an

 
pe

ng
gu

na
an

 c
am

pu
ra

n,
 s

ke
m

a 
su

bs
id

i s
ila

ng
, d

an
 p

en
ya

tu
an

 la
ha

n
• 

 M
en

g
em

b
an

g
ka

n
 d

an
 m

en
er

ap
ka

n
 p

ro
g

ra
m

 s
er

ti
fi

ka
si

 t
an

ah
• 

 S
ec

ar
a 

p
ro

ak
ti

f 
m

er
en

ca
n

ak
an

 p
er

lu
as

an
 k

o
ta

, t
er

m
as

u
k 

d
i l

o
ka

si
 

d
an

 la
ya

n
an

 
• 

 M
en

ce
ga

h
 p

er
m

u
ki

m
an

 in
fo

rm
al

 d
i d

ae
ra

h
 b

er
is

ik
o

 t
in

g
g

i
• 

 M
em

pe
rk

en
al

ka
n 

pr
og

ra
m

 p
em

bi
ay

aa
n 

pe
ru

m
ah

an
 u

nt
uk

 k
el

om
po

k 
be

rp
en

gh
as

ila
n 

re
nd

ah

• 
 Pe

ra
tu

ra
n

 p
en

g
g

u
n

aa
n

 la
h

an
 d

an
 p

aj
ak

 t
an

ah
• 

 M
el

ak
sa

n
ak

an
 p

ro
g

ra
m

 s
er

ti
fi

ka
si

 t
an

ah
• 

 M
em

un
gk

in
ka

n 
pe

rl
ua

sa
n 

pe
m

bi
ay

aa
n

 
pe

ru
m

ah
an

 b
ag

i k
el

om
po

k 
be

rp
en

gh
as

ila
n 

re
nd

ah

M
en

ye
d

ia
ka

n
 a

ks
es

 
ya

n
g

 a
d

il 
te

rh
ad

ap
 

in
fr

as
tr

u
kt

u
r 

d
an

 
la

ya
n

an
 d

as
ar

 

• 
 B

er
in

ve
s-

ta
si

 d
al

am
 

la
ya

na
n 

in
fr

as
tr

uk
tu

r 
da

sa
r 

(a
ir

 d
an

 s
an

ita
si

)

• 
 Pe

ny
ed

ia
an

 in
fr

as
tr

u
kt

u
r 

p
el

ay
an

an
 d

as
ar

 s
ec

ar
a 

u
n

iv
er

sa
l: 

ai
r 

b
er

si
h

, s
an

it
as

i, 
p

en
g

u
m

p
u

la
n

 s
am

p
ah

, l
is

tr
ik

, t
ra

n
sp

o
rt

as
i y

an
g

 
te

rj
an

g
ka

u
• 

 M
em

pe
rl

ua
s 

ke
se

m
pa

ta
n 

un
tu

k 
pe

m
bi

ay
aa

n 
in

fr
as

tr
uk

tu
r 

sw
as

ta

• 
 M

el
ak

sa
n

ak
an

 p
en

in
g

ka
ta

n
 k

u
al

it
as

 d
al

am
 

p
en

ye
d

ia
an

 u
m

u
m

 la
ya

n
an

 in
fr

as
tr

u
kt

u
r 

d
as

ar
• 

 M
el

ak
sa

na
ka

n 
pr

og
ra

m
 p

en
in

gk
at

an
 p

er
m

uk
im

an
 

ku
m

uh
 d

an
 in

te
gr

as
i k

e 
da

la
m

 k
ot

a

M
em

p
ro

m
o

si
ka

n
 P

en
g

ik
u

ts
er

ta
an

 S
o

si
al

M
em

bu
ka

 h
ak

 s
em

ua
 

w
ar

ga
 k

ot
a

R
ef

o
rm

as
i a

ta
u

 m
en

g
h

ila
n

g
ka

n
 k

eb
ija

ka
n

 e
ks

kl
u

si
f 

u
n

tu
k 

m
ig

ra
n

 p
er

ko
ta

an

M
en

ar
g

et
ka

n
 

su
b

ke
lo

m
p

o
k 

te
rm

ag
in

al
ka

n
 d

i 
an

ta
ra

 o
ra

n
g

 m
is

ki
n

• 
 B

er
in

ve
st

as
i d

al
am

 p
ro

g
ra

m
 ja

ri
n

g
 p

en
ga

m
an

 s
o

si
al

 y
an

g
 

d
it

ar
g

et
ka

n
 u

n
tu

k 
m

as
ya

ra
ka

t 
p

al
in

g
 m

is
ki

n
• 

 M
em

p
er

lu
as

 d
an

 m
em

p
er

b
ai

ki
 p

ro
g

ra
m

 ja
ri

n
g

 
p

en
ga

m
an

 s
o

si
al

 y
an

g
 d

it
ar

g
et

ka
n

 u
n

tu
k 

m
as

ya
ra

ka
t 

ya
n

g
 p

al
in

g
 m

is
ki

n

M
em

p
er

ku
at

 t
at

a 
ke

lo
la

 p
em

er
in

ta
h

 
d

ae
ra

h
 d

an
 

m
en

in
g

ka
tk

an
 

ke
te

rl
ib

at
an

  
w

ar
ga

 n
eg

ar
a

• 
 B

er
in

ve
st

as
i d

al
am

 k
ep

em
im

p
in

an
 y

an
g

 k
u

at
, p

en
g

em
b

an
ga

n
 k

ap
as

it
as

, d
an

 p
en

eg
ak

an
 p

ri
o

ri
ta

s 
p

em
er

in
ta

h
an

 u
n

tu
k 

m
an

aj
em

en
 p

er
ko

ta
an

 d
i 

ti
n

g
ka

t 
n

as
io

n
al

 d
an

 lo
ka

l.
• 

 M
en

d
o

ro
n

g
 k

es
em

p
at

an
 u

n
tu

k 
b

er
p

ar
ti

si
p

as
i d

al
am

 p
en

ga
m

b
ila

n
 k

ep
u

tu
sa

n
 d

i t
in

g
ka

t 
lo

ka
l

• 
 M

el
ak

sa
n

ak
an

 p
ro

g
ra

m
 y

an
g

 d
it

ar
g

et
ka

n
 u

n
tu

k 
m

en
g

u
ra

n
g

i 
ke

ja
h

at
an

 d
an

 k
ek

er
as

an
• 

 B
ek

er
ja

 d
en

ga
n

 k
el

o
m

p
o

k 
m

as
ya

ra
ka

t 
si

p
il 

m
en

g
en

ai
 k

eb
ija

ka
n

 
d

an
 p

ro
g

ra
m

 d
i l

in
g

ku
n

ga
n

 y
an

g
 b

er
p

en
g

h
as

ila
n

 r
en

d
ah

• 
 M

em
p

er
lu

as
 d

an
 m

em
p

er
b

ai
ki

 p
ro

g
ra

m
 y

an
g

 
d

it
ar

g
et

ka
n

 u
n

tu
k 

m
en

g
u

ra
n

g
i k

ej
ah

at
an

 d
an

 
ke

ke
ra

sa
n

• 
 M

en
du

ku
ng

 k
el

om
po

k 
m

as
ya

ra
ka

t s
ip

il 
ya

ng
 

m
en

er
ap

ka
n 

ke
bi

ja
ka

n 
da

n 
pr

og
ra

m
 d

i l
in

gk
un

ga
n

 
ya

ng
 b

er
pe

ng
ha

si
la

n 
re

nd
ah

• 
 M

em
b

an
g

u
n

 s
is

te
m

 in
fo

rm
as

i y
an

g
 le

b
ih

 b
ai

k 
m

en
g

en
ai

 k
o

n
d

is
i 

ke
h

id
u

p
an

 s
aa

t 
in

i d
an

 a
re

a 
p

er
tu

m
b

u
h

an
 d

i m
as

a 
d

ep
an

 m
el

al
u

i 
su

rv
ei

 d
an

 d
at

a 
p

en
g

in
d

er
aa

n
 ja

u
h

.
• 

 S
ec

ar
a 

ef
ek

ti
f 

m
en

g
g

u
n

ak
an

 s
is

te
m

 in
fo

rm
as

i u
n

tu
k 

p
em

b
u

at
an

 
ke

b
ija

ka
n

 d
an

 p
er

en
ca

n
aa

n
 

• 
 In

is
ia

ti
f 

d
al

am
 p

en
g

u
m

p
u

la
n

 d
at

a 
m

ai
n

st
re

am
• 

 M
el

ak
u

ka
n

 s
tu

d
i k

h
u

su
s 

p
ad

a 
su

b
ke

lo
m

p
o

k 
ya

n
g

 
m

em
er

lu
ka

n
 a

n
al

is
is

 le
b

ih
 la

n
ju

t



20

(ACCA), yang menargetkan peningkatan permukiman kumuh 
inklusif bagi kaum miskin kota di Thailand. Dan Program 
Pengembangan Berbasis Masyarakat Perkotaan di Indonesia 
(PNPM) yang mendorong penduduk perkotaan untuk mengambil 
peran proaktif untuk mengidentifikasi prioritas masyarakat, 
memperbaiki hubungan dengan pemerintah daerah, dan merancang 
dan menerapkan perbaikan masyarakat. Pada akhirnya, pelibatan 
tersebut juga dapat membantu memberdayakan kelompok lokal 
untuk pengaturan inisiatif dan manfaat bagi masyarakat lainnya, 
yang memperkuat kohesi sosial di dalam kota. 

Prioritas Lintas Sektoral: Berinvestasi dalam Pengetahuan untuk 
Pengambilan Keputusan Berbasis Fakta

Berkomitmen untuk data dan penelitian yang lebih baik.  Sejumlah 
kesenjangan pengetahuan muncul dalam melakukan penelitian ini. 
Berinvestasi dalam data yang andal dan penelitian yang lebih baik, serta 
memastikan bahwa hasilnya dimasukkan kembali ke dalam pengambilan 
keputusan, akan membantu merancang program dan kebijakan lebih baik 
yang ditujukan untuk menjangkau kaum miskin kota dan menciptakan 
kota-kota yang lebih inklusif dan dapat ditinggali. Di antara kesenjangan 
pengetahuan yang diidentifikasi adalah seperangkat prioritas yang jelas 
untuk pengambilan keputusan berbasis fakta, termasuk hal-hal berikut:  

• Analisis dan perencanaan perkotaan berbasis fakta diperlukan untuk 
menilai dan memahami tren dan karakteristik yang terkait dengan 
kondisi kehidupan di kota, untuk mengidentifikasi tantangan masa 
depan, dan untuk mengembangkan rencana yang sesuai.

• Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang dampak program 
dan kebijakan di lapangan. Pengetahuan semacam itu bergantung 
pada sistem informasi yang baik dan kapasitas yang memadai untuk 
melakukan analisis mendalam yang memungkinkan kota-kota untuk 
beralih dari membuat keputusan reaktif, menjadi menciptakan solusi 
proaktif terhadap banyaknya tantangan perkotaan. Bagi kota-kota 
yang kekurangan sumber daya maka akan menjadi mahal untuk 
mengumpulkan informasi dasar mengenai lokasi permukiman 
berpenghasilan rendah, daerah berisiko tinggi, akses terhadap layanan 
dasar, dan kawasan dengan pertumbuhan tinggi. Namun, manfaat 
investasi dalam pengumpulan data ini sangat penting untuk 
perencanaan yang baik, dan ini sangat penting pada tahap urbanisasi 
menengah dan lanjut baik untuk pertumbuhan negara maupun kota.

• Nilai data dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan 
kemiskinan perkotaan dan permukiman informal terbukti dari studi 
kasus yang kami diskusikan di Metro Manila, Filipina, dan Ulan 
Bator, Mongolia. Selain survei rumah tangga, sumber penting lainnya 
termasuk data penginderaan jauh, pemetaan masyarakat, data 
sensus, dan sumber baru seperti data dari telepon seluler atau umpan 
balik warga negara. Dengan data ini, pemerintah kota dapat lebih 
memahami lingkungan perkotaan dan warganya sehingga merespons 
kebutuhan yang ada dengan lebih efektif.
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Berinvestasi dalam data yang andal dan penelitian yang lebih baik, 
serta memastikan bahwa hasilnya dimasukkan kembali ke dalam 
pengambilan keputusan, pada akhirnya akan membantu merancang 
program dan kebijakan yang lebih baik yang ditujukan untuk menjangkau 
masyarakat miskin perkotaan, dan menciptakan kota-kota yang lebih 
inklusif dan dapat ditinggali.

Catatan

1. Permukiman kumuh didefinisikan secara luas dengan menggunakan 
definisi Habitat PBB yang mengacu pada rumah tangga kumuh dikarenakan 
individu yang tinggal di bawah atap yang sama di daerah perkotaan tidak 
memiliki satu atau lebih dari hal-hal berikut: perumahan tahan lama yang 
bersifat permanen yang melindungi dari kondisi iklim ekstrem; ruang 
hidup yang cukup yang berarti tidak lebih dari tiga orang berbagi kamar 
yang sama; akses mudah ke air yang aman dalam jumlah yang cukup 
dengan harga terjangkau; akses terhadap sanitasi yang memadai dalam 
bentuk toilet pribadi atau berbagi toilet umum dengan jumlah orang yang 
wajar; dan keamanan kepemilikan yang mencegah penggusuran paksa.

Kredit foto: Vinh Long, Vietnam. © Champaka Rajagopal.
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Dengan sekitar 250 juta orang di Asia Timur dan Pasifik tinggal di daerah kumuh, wilayah 
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